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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita
bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate,
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam
menyelenggarakan pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang -
Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusidan Nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014,
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut
mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang
disusun secara periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan
kinerja instansi pemerintah juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang

baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government ) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan berfungsi untuk mengetahui kemampuannya Dinas
Perikanan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan yang
mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah
dibidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Perikanan
mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan di Bidang

Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.

B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang

Triwulan II Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang yang
terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun

2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Kinerja Dinas Perikanan
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Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku,
kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menjadikan Dinas Perikanan sebagai Instansi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara
efektif, efisien dan ekonomis;

Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka
meningkatkan kinerja Dinas Perikanan beserta jaringannya guna membantu pelayanan kepada
masyarakat yang lebih baik;

Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;

Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-

tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif - efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

Gambaran Umum
Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut

telah dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :

Tugas :

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;

penyelenggaraan kebijakan teknis daerah sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
perikanan;

penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan Kkesekretariatan, perikanan tangkap,
pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan, perikanan budidaya, dan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan;

penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang perikanan dengan pihak swasta dan
lembaga terkait;

penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;

pemberian saran dan pertimbangan sesuai bidang tugasnya kepada Bupati; dan

pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Lumajang Nomor 103 Tahun 2021 :
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Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas

Perdagangan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 61 orang yang terdiri

atas PNS Daerah sebanyak 24 orang, PNS Pusat sebanyak 1 orang, Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) 4

orang, dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 30 orang.

Jumlah pegawai per unit kerja di DInas Perikanan Kabupaten Lumajang, dapat dilihat pada

tabel berikut :
Tabel Jumlah Pegawai per Unit Kerja Dinas Perikanan
NO. UNIT KERJA JUMLAH KETERANGAN
1. | Sekretariat 18
2. | Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan 7
dan Pengelolaan sumberdaya perikanan
3. | Bidang Perikanan budidaya 23
4. | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil 6
Perikanan
5. | Penyuluh Perikanan Pusat 5
3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang

Tahun 2023, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1.

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
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10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/ 8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan
sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Kinerja
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22. Peraturan Bupati Lumajang No. 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan

4. Sistematika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018
tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Adapun Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2023disusun

dengan sistematika sebagai berikut :
BAB1: PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan
Sistematika sehingga substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran berkenaan ;

2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja
serta solusi alternatif yang telah dilakukan ;

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian perjanjian kinerja.;

B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.

BAB 1V : PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 maka
Dinas Perikanan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan indikator dan terget sesuai dengan
yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan
target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target

yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5 tahunan.

Tabel 2.1
Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) Tahun
2023
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya produksi Nilai PDRB Sub Sektor 534
sektor perikanan Perikanan
Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Terpenuhinya kebutuhan Persentase pemenuhan 100 persen
operasional kantor kebutuhan operasional kantor
Meningkatnya produksi Jumlah produksi perikanan 6825 ton
perikanan tangkap tangkap
Meningkatnya produksi Jumlah produksi perikanan 4600 ton
perikanan budidaya budidaya
Meningkatnya produksi Jumlah produksi olahan hasil 4271 ton
olahan hasil perikanan perikanan

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan
pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar
pemberian reward atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perikanan
Kabupaten Lumajang.

Program dan Pagu Perjanjian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang pada triwulan III

Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. | Sekretariat 3.573.553.927 | APBD II
2. | Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan 233.200.000 | APBDII
Pengelolaan sumberdaya perikanan
3. | Bidang Perikanan budidaya 1.581.500.750 | APBDII
4. | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 103.451.950 | APBD II
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Pada Tahun Anggaran 2023, Pencapaian sasaran di dalam Perubahan Rencana Kerja Tahunan

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang ditunjang melalui 4 Program dan 13 Kegiatan 34 Sub Kegiatan.

Adapun Program, kegiatan dan Sub kegiatan serta anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2023

No.

Rekening

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.637.956.627

I |3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.573.553.927
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 | 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 8,081,500
Perangkat Daerah

1 | 3.25.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.634.000

2 | 3.25.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.434.000

3 ]3.25.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.380.000

4 | 3.25.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1.362.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 ] 3.25.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.271.500

2 | 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,749,263,480

6 | 3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.711.294.230

7 | 3.25.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 32.700.000

8 | 3.25.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 694.500

9 | 3.25.01.2.02.05 | Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun 998.000
SKPD

10 | 3.25.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.492.000

11 | 3.25.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 2.084.750
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3 | 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 0
Daerah

12 | 3.25.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 0
SKPD

13 | 3.25.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0
pada SKPD

4 | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 149,176,947

14 | 3.25.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 4318.122
Bangunan Kantor

15 | 3.25.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.202.188

16 | 3.25.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.600.637

17 | 3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.056.000

5 | 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 0

Urusan Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Dinas Perikanan
Triwulan III Tahun 2023




No. Rekening Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran
1 2 3 4
18 | 3.25.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel 0
6 | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 532,472,000
Daerah
19 | 3.25.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000
20 | 3.25.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 79.940.000
21 | 3.25.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 451.932.000
7 | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 134,560,000
Pemerintahan Daerah
22 | 3.25.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 113.310.000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23 | 3.25.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.250.000
24 | 3.25.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 0
Lainnya
II | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 233.200.000
8 | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 120,125,000
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
25 | 3.25.03.2.01.01 | Penyediaan Data dan InformasiSumber Daya lkan 25.862.500
26 | 3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 94.262.500
9 | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 113.075.000
Kabupaten/Kota
27 | 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 113.075.000
I | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1,727,750,750
10 | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 46.012.500
28 | 3.25.04.2.02.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses [Imu 46.012.500
pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
11 | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1,681,738,250
29 | 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 2.850.000
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
30 | 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan KetersediaanSarana Pembudidayaan Ikan dalam 1,626,800,000
1 (satu) DaerahKabupaten/Kota
31 | 3.25.04.2.04.04 | Pengelolaan Kesehatan lkan dan Lingkungan Budidaya dalam 52.088.250
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
IV | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 103.451.950
PERIKANAN
12 | 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil 25.212.500

Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
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No. Rekening Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran
1 2 3 4

32 | 3.25.06.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan 25.212.500
Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

13 | 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi 22.812.500
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

33 | 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau 22.812.500
Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil

14 | 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 55.426.950
Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/
Kota

34 | 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala 55.426.950

Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang
tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi planning yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten
Lumajang, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari
perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating dimana semua
pelaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban
penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar
pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti
yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan
sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

A. Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya
digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah
ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran
Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan
realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance
gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi
yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang
digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan

- kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

. Perubahan C . .
. Indikator Realisasi Capaian .
No. Sasaran Strategis s Target . Kategori
Kinerja .o Triwulan I (%)
Kinerja
1 Meningkatnya Nilai PDRB 534 Belum dapat | Belum dapat | Belum dapat
produksi sektor sub sektor diukur diukur diukur
perikanan perikanan (perhitungan
BPS)

Untuk mengetahui penyerapan anggaran Dinas Perikanan Triwulan III Tahun Anggaran 2023,

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Perubahan Penyerapan
Anggaran anggaran
1 Meningkatnya Nilai PDRB sub sektor | 5.637.956.627 4.528.319.026
produksi sektor perikanan (80.32%)
perikanan
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B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Lumajang dalam

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan. Target kinerja serta anggaran yang

tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Perikanan dengan

Bupati Lumajang. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat

pada Dinas Perikanan, maka pada awal tahun anggaran 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.880.719.449,- yang digunakan untuk melaksanakan 4

program meliputi 14 kegiatan 34 sub kegiatan. Akan tetapi, terdapat perubahan anggaran sehingga

alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 5.637.956.627,- yang digunakan untuk melaksanakan 4

program, 13 kegiatan, dan 34 sub kegiatan.

Kode PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI TW III

3.25 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.637.956.627 4,528,319,026 80.32%

3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.573.553.927 2,730,542,826 76.41%
KABUPATEN/KOTA

3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 8,081,500 - 0%
Daerah

3.25.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.634.000 - 0%

3.25.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.434.000 - 0%

3.25.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.380.000 - 0%

3.25.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1.362.000 - 0%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.25.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.271.500 - 0%

3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,749,263,480 2,140,516,410 77.85%

3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.711.294.230 2,115,803,410 78.04%

3.25.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 32.700.000 21,800,000 66.67%

3.25.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 694.500 545,000 78.47%

3.25.01.2.02.05 | Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun 998.000 994,000 99.60%
SKPD

3.25.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.492.000 1,374,000 92.09%

3.25.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 2.084.750 - 0%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 - 0%

3.25.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 0 - 0%
SKPD

3.25.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0 - 0%

pada SKPD

Laporan Kinerja Dinas Perikanan
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Kode PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI TW III
3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 149,176,947 121,197,187 81.24%
3.25.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 4.318.122 4,191,915 97.08%

Kantor
3.25.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.202.188 53,395,529 98.51%
3.25.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.600.637 5,355,238 62.27%
3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.056.000 58,254,505 70.99%
3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0 - 0%
Pemerintah Daerah
3.25.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel 0 - 0%
3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 532,472,000 384,378,193 72.18%
3.25.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 147,484 24.58%
3.25.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 79.940.000 45,642,609 57.10%
3.25.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 451.932.000 338,588,100 74.92%
3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 134,560,000 84,451,036 62.76%
Pemerintahan Daerah
3.25.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 113.310.000 75,088,336 66.27%
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.25.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.250.000 9,362,700 44.06%
3.25.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 0 - 0%
Lainnya
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 233.200.000 221,653,000 95.05%
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 120,125,000 109,800,000 91.40%
Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang
dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 25.862.500 18,300,000 70.76%
3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 94.262.500 91,500,000 97.07%
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 113.075.000 111,853,000 98.92%
Kabupaten/Kota
3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 113.075.000 111,853,000 98.92%
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1,727,750,750 1,526,800,000 96.54%
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 46.012.500 35,100,000 76.28%

Laporan Kinerja Dinas Perikanan
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Kode PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN ANGGARAN REALISASI TW III

3.25.04.2.02.04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses [Imu 46.012.500 35,100,000 76.28%
pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1,681,738,250 1,491,700,000 88.69%

3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 2.850.000 2,700,000 94.74%
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 1,626,800,000 1,456,600,000 98.38%
(satu) DaerahKabupaten/Kota

3.25.04.2.04.04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 52.088.250 32,400,000 62.20%
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 103.451.950 49,323,200 47.68%
PERIKANAN

3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil 25.212.500 18,300,000 72.58%
Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

3.25.06.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan 25.212.500 18,300,000 72.58%
Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi 22.812.500 16,200,000 71.01%
Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau 22.812.500 16,200,000 71.01%
Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil

3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri 55.426.950 14,823,200 26.74%
Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro 55.426.950 14,823,200 26.74%

dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara

kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.
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Perbandingan pencapaian kinerja Triwulan III dan Anggaran Tahun 2023

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Tingkat
Kinerja Target Realisasi Capaian Anggaran Realisasi Capaian Efisiensi
1 | Meningkatnya produksi Nilai PDRB 534 Belum dapat | Belum dapat 5.637.956.627 | 4.528.319.026 80.32 % Belum dapat
sektor perikanan sub sektor diukur diukur diukur
perikanan (menunggu
release BPS)
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BAB1V
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban Dinas Perikanan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada
Triwulan III tahun 2023. Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas
Perikanan sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023.
Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka - angka untuk pencapaian
kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis/RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang
Tahun 2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Pencapaian kineja Dinas Perikanan Triwulan III Tahun 2023, yaitu nilai PDRB sub sektor
Perikanan belum dapat diukur dikarenakan data tersebut menunggu release dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Lumajang. Adapun pencapaian Kinerja dan anggaran per program / kegiatan sudah
sesuai dengan schedule yang direncanakan. Bahkan beberapa kegiatan sudah melampaui target kinerja
yang ditetapkan pada triwulan 111 2023.

Walaupun capaian kinerja Dinas Perikanan sudah masuk kategori baik namun masih perlu
diambil langkah-langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Langkah
tersebut antara lain dengan meningkatkan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan olahan hasil
perikanan, sehingga dapat meningkatkan Nilai Produksi perikanan.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan laporan kinerja ini, saran dan
kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang

dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
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LAPORAN KINERJA

2023 (TW. III)

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN




BAB1
PENDAHULUAN

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas
Sekretariat Dinas Perikanan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang
belum dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan
kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas
antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan

pelaksanaan anggaran.

Sektetaris Dinas Perikanan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga
berkewajiban dalam menyusun laporan kinerja dimaksud. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati
Nomor 6 Tahun 2018, bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja kepada

pejabat eselon II.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut

telah dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Sektetaris Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:
Tugas :

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program,
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan berdasarkan pedoman dan kebijakan

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Fungsi:
a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai

pedoman kerja;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;

d. pengelolaan urusan rumah tangga;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;

f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran;

g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;

h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan
kebersihan Dinas;
i. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

pengelolaan barang milik/kekayaan Daerabh;

—.

k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

—

pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perikanan;

n. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.
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BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Tahun 2023 yang ditandangani antara Sektetaris Dinas Perikanan adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sektetaris Dinas Perikanan

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya kelancaran | Persentase pemenuhan 100 %
program/kegiatan/sub fasilitasi kebutuhan
kegiatan unit kerja, operasional perkantoran

pemenuhan kebutuhan
sarpras perkantoran,
disiplin aparatur, kapasitas
SDM, dan pengembangan
system pelaporan

2.2 Capaian Kinerja
Dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2023, dari indikator kinerja
dalam setahun telah tercapai semua. Adapun capaian kinerja Sektetaris Dinas Perikanan pada tiap

triwulannya dapat dilihat pada lembar selanjutnya.

Laporan Kinerja Sektretaris Dinas
Dinas Perikanan Tahun 2023 - Tribulan III




DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III

TAHUN 2023

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN

1

Meningkatnya kelancaran

program /kegiatan/sub kegiatan unit
kerja, pemenuhan kebutuhan sarpras
perkantoran, disiplin aparatur,
kapasitas SDM, dan pengembangan
sistem pelaporan

- Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran

% 100 34.18 34.18%

Lumajang, April2023
SEKRETARIS DINAS

-~

—

drh. ROFTAH
NIP. 19700323 199703 2 006
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DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III
TAHUN 2023

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN

1 |Meningkatnya kelancaran

program /kegiatan/sub kegiatan unit
kerja, pemenuhan kebutuhan sarpras
perkantoran, disiplin aparatur,
kapasitas SDM, dan pengembangan
sistem pelaporan

- Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran % 100 59.92 59.92%

Lumajang, Juli 2023

SEKRETARIS DINAS
.\

-—

NIP. 19700323 199703 2 006

Laporan Kinerja Sektretaris Dinas
Dinas Perikanan Tahun 2023 - Tribulan III




DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III
TAHUN 2023

SEKRETARIS DINAS PERIKANAN B A N S O 1|
1 |Meningkatnya kelancaran
- Persentase pemenuhan fasilitasi

kebutuhan operasional perkantoran % 100 90.72 90.72%

SEKRETARIS DINAS

NIP. 19671130 199703 1 006
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Untuk melaksanakan pencapaian atas target kinerja sebagaimana pada lampiran sebelumnya,
tentunya perlu dukungan anggaran. Berdasarkan hal tersebut pada table di bawah ini akan diuraikan
mengenai kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tersebut termasuk kebutuhan
anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per Outcome Sektetaris Dinas Perikanan

SASARAN INDIKATOR ANGGARAN KINERJA EFISIENSI
PROGRAM KINERJA P R C T R %

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6 9=8-5
Meningkatnya 3.573.553.927 | 2.730.542.826 | 76.41% 1431 %
kelancaran
program/kegi
atan/sub
kegiatan unit
kerja,
pemenuhan
kebutuhan
sarpras
perkantoran,
disiplin
aparatur,
kapasitas
SDM, dan
pengembanga
n system
pelaporan

Persentase 100 % 90.72 90.72 %
pemenuhan %
fasilitasi
kebutuhan
operasional
perkantoran
2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran selama satu tahun, maka evaluasi dan

analisis kinerja Sektetaris Dinas Perikanan dapat dikatakan efisien pada sasaran program, karena

target kinerja tercapai pada triwulan IIL

2.4

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja di tahun berikutnya, maka terdapat upaya-upaya

yang harus dilakukan secara berkesenambungan dan berkelanjutan sebagai berikut :

a. meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk hambatan-hambatan yang

dihadapi dalam pencapaian target tahun sebelumnya, sehingga ada solusi yang dapat

diterapkan,

b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan segera diperbaiki
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Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain
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BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Sektetaris Dinas Perikanan Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan secara
ringkas sebagai berikut :
1. secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sektetaris Dinas Perikanan Kabupaten
Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan, telah dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran kin+erjanya telah tercapai dengan tingkat efisiensi anggaran

mendekati sempurna.

Menge/tafl;_gﬁi&san Langsung, Lumajang, Oktober 2023
‘:;5_'('\/»'\ ABUSXN

3 ANAN SEKTETARIS DINA

, A. HENDRO AGUNG P., SH

NIP. 1965081%199003 1 015 NIP. 19671130 199703 1 006
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LAPORAN KINERJA

2023 (TW. III)

BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGAWASAN DAN
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN




BAB1
PENDAHULUAN

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas
Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dalam
mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dicapai dalam kurun waktu
satu tahun, yaitu tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan
untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas antara perencanaan kegiatan dan

perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sebagai salah
satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam menyusun laporan Kkinerja
dimaksud. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018, bahwa pejabat eselon Il

berkewajiban untuk membuat laporan kinerja kepada pejabat eselon II.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut
telah dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan

Sumberdaya Perikanan adalah sebagai berikut :

Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan perikanan

tangkap, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.

Fungsi:
a. Penyusunan program Kkerja bidang perikanan tangkap, pengawasan dan pengelolaan
sumberdaya perikanan,
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, pengawasan dan pengelolaan
sumberdaya perikanan,
c. Pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasaranan perikanan tangkap,
d. Pelaksanaan pengembangan teknologi perikanan tangkap,

e. Fasilitasi pemberdayaan kelompok nelayan,

f.  Perumusan kebijakan pankalan pendaratan ikan,
g.  Perumusan kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir,
h. Pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan di perairan umum, penanaman vegetasi pantai

dan mangrove,
i.  Pengawasan dan penegakkan hukum pemanfaatan sumberdaya perikanan,
j.  Fasilitasi kelompok masyarakat pesisir,
k. Pelaksanaan rekomendasi teknis usaha perikanan tangkap,
l.  Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir,
m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perikanan, dan

n. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Dinas Perikanan Tahun 2023 - Tribulan III




BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Tahun 2023 yang ditandangani antara Kepala Bidang Perikanan Tangkap,
Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya jumlah Jumlah produksi perikanan 6825 ton
produksi perikanan tangkap
tangkap

2.2 Capaian Kinerja
Dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2023, dari indikator kinerja
dalam setahun telah tercapai semua. Adapun capaian kinerja Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan

dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada tiap triwulannya dapat dilihat pada lembar selanjutnya.

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Dinas Perikanan Tahun 2023 - Tribulan III




DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III
TAHUN 2023

Realisasi TW 1
Tahun 23

1 Fahun 2023

=]
Le 2

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PERIKANAN

1 Mégigg@artnyq jumlah produksi peﬁk;n;ii_tanéap

- Jumlah produksi perikanan tangkap ton 6,587 1,693.89 25.72%

Lumajang,  April 2023

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP,
PENGAWASAN DAN GELOLAAN SUMBERDAYA
NAN

NIP. 19820624 200903 2 007
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DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III
TAHUN 2023

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PERIKANAN

1 [Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap
- Jumlah produksi perikanan tangkap ton ; 6,587 3,626.32 55.05%

Lumajang,  Juli 2023

KEPALA BIDANG P
PENGAWASAN DAN P

RIKANAN TANGKAP,

NIP. 1982624— 200903 2 007
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DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III
TAHUN 2023

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA

1 |Meningkatnya jumlah produksi perlkanah tangkap === )
- Jumlah produksi pcnkanan tangkap ton 6,826 5,223.81 76.53%

Lumajang, Oktober 2023

KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP,
PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA

NIP. 19820624 200903 2 007

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
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Untuk melaksanakan pencapaian atas target kinerja sebagaimana pada lampiran sebelumnya,
tentunya perlu dukungan anggaran. Berdasarkan hal tersebut pada table di bawah ini akan diuraikan
mengenai kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tersebut termasuk kebutuhan
anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per Outcome Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

SASARAN INDIKATOR ANGGARAN KINERJA EFISIENSI
PROGRAM KINERJA P R C T R %

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6 9=8-5
Meningkatnya 233.200.000 221.653.000 95.05% -18.52%
jumlah
produksi
perikanan
tangkap

Jumlah 6826 5223.82 76.53
produksi ton ton %
perikanan

tangkap

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran selama satu tahun, maka evaluasi dan
analisis kinerja Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
belum dapat dikatakan efisien pada seluruh sasaran program, karena tingkat efisiensi dibawah 1%,
dimana hubungan antara anggaran dan kinerja dapat dikatakan efisien, jika tingkat efisiensi di atas 1%.
Belum efisiennya dikarenakan masih belum maksimalnya produksi perikanan tangkap dan pada
realisasi anggaran terdapat bantuan yang diberikan kepada nelayan, sehingga produksi dari nelayan

yang baru difasilitasi belum terdata.

2.4  Rencana Tindak Lanjut
Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja di tahun berikutnya, maka terdapat upaya-upaya
yang harus dilakukan secara berkesenambungan dan berkelanjutan sebagai berikut :
a. meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target tahun sebelumnya, sehingga ada solusi yang dapat
diterapkan,

b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan segera diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
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Capaian diteliti ulang

Lain-lain
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BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan secara ringkas sebagai berikut :

1. secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan
dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan, telah dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

2. Dalam pencapaian sasarannya belum efisien, karena tingkat efisiensinya di bawah 1%, hal
itu dikarenakan belum terdatanya jumlah produksi dari nelayan yang diberikan bantuan

fasilitasi sarana pembudidayaan ikannya.

Mengetahui Atasan Langsung, Lumajang, Oktober 2023

Kepala Bidang Perikanan Tangkap,
Pengawasan da elolaan Sumberdaya

NIP. 19650814 199003 1 015

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
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LAPORAN KINERJA

2023 (TW. III)

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA




BAB1
PENDAHULUAN

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas
Bidang Perikanan Budidaya dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang
belum dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan
kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas
antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan

pelaksanaan anggaran.

Bidang Perikanan Budidaya sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga
berkewajiban dalam menyusun laporan kinerja dimaksud. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati
Nomor 6 Tahun 2018, bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja kepada

pejabat eselon II.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut

telah dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :

Tugas :
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan

perikanan budidaya.

Fungsi:
a. penyusun program kerja di bidang perikanan budidaya;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya dan teknologi perikanan budidaya;
d. pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budidaya serta sarana dan prasarana perikanan
budidaya;

e. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;

f. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya;
g. fasilitasi izin usaha perikanan budidaya;
h. fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;

[

melakukan pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan serta lingkungan budidaya;

j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perikanan; dan

k. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Budidaya
Dinas Perikanan Tahun 2023 - Tribulan III




2.1 Perjanjian Kinerja

BABII

AKUNTABILITAS KINERJA

Perjanjian kinerja Tahun 2023 yang ditandangani antara Kepala Bidang Perikanan Budidaya

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perikanan Budidaya

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya jumlah
produksi perikanan
budidaya

Jumlah produksi perikanan
budidaya

4600 ton

2.2 Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2023, dari indikator kinerja

dalam setahun telah tercapai semua. Adapun capaian kinerja Bidang Perikanan budidaya pada tiap

triwulannya dapat dilihat pada lembar selanjutnya.

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Budidaya
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DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III
TAHUN 2023

KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA o
1 |Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya

- Jumlah produksi perikanan o 3,616

~ budidaya 1,021.350 2}3.25%

Lumajang, April 2023

KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Ir. EDI SUNARYO
NIP. 19680308 199703 1 007

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Budidaya
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DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III

TAHUN 2023

KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

1

Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya

- Jumlah produksi perikanan
_budidaya

ton

3,616 2,049.41 56.68%

Lumajang, Juli 2023

G PERIKANAN BUDIDAYA

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Budidaya
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DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III

TAHUN 2023

1

Meningkatnya jumlah prodnksijerika.gan budidaya

KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

- Jumlah produksi perikanan
budidaya

4,600

3,271.94

I 71.13%

Lumajang,

Oktob

pr 2023

KEPALA BIDANG PER]KAI\TAN BUDIDAYA
{

NIP.19720217 199602 1 002
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Untuk melaksanakan pencapaian atas target kinerja sebagaimana pada lampiran sebelumnya, tentunya
perlu dukungan anggaran. Berdasarkan hal tersebut pada table di bawah ini akan diuraikan mengenai
kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tersebut termasuk kebutuhan anggaran dan
realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per Outcome Bidang Perikanan Budidaya

SASARAN INDIKATOR ANGGARAN KINERJA EFISIENSI
PROGRAM KINERJA T R C T R %

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6 9=8-5
Meningkatnya 1.727.750.750 | 1.526.800.000 | 96.54 % -2541 %
jumlah
produksi
perikanan
budidaya

Jumlah 4600 327193 71.13
produksi ton ton %
perikanan
budidaya

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran selama satu tahun, maka evaluasi dan
analisis kinerja Bidang Perikanan Budidaya belum dapat dikatakan efisien pada seluruh sasaran
program, karena tingkat efisiensi dibawah 1%, dimana hubungan antara anggaran dan kinerja dapat
dikatakan efisien, jika tingkat efisiensi di atas 1%. Belum efisiennya dikarenakan masih belum
maksimalnya produksi perikanan budidaya dan pada realisasi anggaran terdapat bantuan yang
diberikan kepada pembudidaya, sehingga produksi dari pembudidaya yang baru difasilitasi belum
terdata.
2.4  Rencana Tindak Lanjut

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja di tahun berikutnya, maka terdapat upaya-upaya
yang harus dilakukan secara berkesenambungan dan berkelanjutan sebagai berikut :

a. meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target tahun sebelumnya, sehingga ada solusi yang dapat
diterapkan,

b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan segera diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Budidaya
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BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan secara

ringkas sebagai berikut :

1. secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya Dinas
Perikanan Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perikanan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Dalam pencapaian sasarannya belum efisien, karena tingkat efisiensinya di bawah 1%, hal
itu dikarenakan belum terdatanya jumlah produksi dari pembudidaya yang diberikan

bantuan fasilitasi sarana pembudidayaan ikannya.

Lumajang, Oktober2023

Kepala Bidang Perikanar Budidaya

\

N

NIP. 19720217 199602 1 002

Laporan Kinerja Bidang Perikanan Budidaya
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LAPORAN KINERJA

2023 (TW. III)

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN




BAB1
PENDAHULUAN

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai
maupun hal-hal yang belum dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun anggaran 2023.
Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
efisiensi dan efektivitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan

kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai salah satu kelas jabatan pada
eselon III tentunya juga berkewajiban dalam menyusun laporan kinerja dimaksud. Sesuai dengan Pasal
4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018, bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat

laporan kinerja kepada pejabat eselon IL.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut
telah dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah

sebagai berikut :

Tugas :
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,

c. Pelaksanaan pengembangan teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,

d. Perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan,

€. Perumusan kebijakan kelembagaan usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,

f. Perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan,

g. Pelaksanaan pengembangan usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,

h. Pelaksanaan rekomendasi teknis usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan

i. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Laporan Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
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BABII
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Tahun 2023 yang ditandangani antara Kepala Bidang Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya jumlah Jumlah produksi olahan hasil 4271 ton
produksi olahan hasil perikanan
perikanan

2.2 Capaian Kinerja
Dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2023, dari indikator kinerja
dalam setahun telah tercapai semua. Adapun capaian kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan pada tiap triwulannya dapat dilihat pada lembar selanjutnya.
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DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III
TAHUN 2023

Capaian

3

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1 |Meningkatnya jumlah produksi olahan hasil perikanan

- Jumlah produksi olahan hasil
| perikanan

ton 4,271 1,068.46 25.02%

Lumajang,  April 2023

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL, PERIKANAN

NIP.19710831 199803 2 004
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DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III

TAHUN 2023

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1

Meningkatnya jumlah produksi olahan hasil perikanan

- Jumlah produksi olahan hasil
perikanan

ton

4,271

2,136.48

50.02%

Lumajang, Juli 2023

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL P

KANAN

NIP. 19710831 199803 2 004
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DINAS PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENGUKURAN KINERJA eselon III
TAHUN 2023

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1

Heningkntnya Jjumlah _grodnhi olahan hasil perikanan

- Jumlah produksi olahan hasil
perikanan

ton

4,271 3,195.90 74.83%

Lumajang, Oktober 2023

KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PERIKANAN

NIP. 19710831 199803 2 004
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Untuk melaksanakan pencapaian atas target kinerja sebagaimana pada lampiran sebelumnya,
tentunya perlu dukungan anggaran. Berdasarkan hal tersebut pada table di bawah ini akan diuraikan
mengenai kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tersebut termasuk kebutuhan

anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per Outcome Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

SASARAN INDIKATOR ANGGARAN KINERJA EFISIENSI
PROGRAM KINERJA P R C T R %

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=7/6 9=8-5
Meningkatnya 103.451.950 49.323.200 47.68 % 27.15%
jumlah
produksi
olahan hasil
perikanan

Jumlah 4271 3195.90 74.83
produksi ton ton %
perikanan
olahan hasil
perikanan

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran di tribulan III, maka evaluasi dan
analisis kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dapat dikatakan efisien pada
seluruh sasaran program, karena target kinerja baru di triwulan III yaitu sebesar 27.15%.

2.4  Rencana Tindak Lanjut
Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja di tahun berikutnya, maka terdapat upaya-upaya
yang harus dilakukan secara berkesenambungan dan berkelanjutan sebagai berikut :
a. meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target tahun sebelumnya, sehingga ada solusi yang dapat
diterapkan,

b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan segera diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain
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BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2023 dapat diambil
kesimpulan secara ringkas sebagai berikut :
1. secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor
103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perikanan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasarannya telah tercapai semua dengan tingkat efisiensi anggaran yang

bervariasi.

Mengetahui Atasan Langsung, Lumajang,  Oktober 2023

Kepala Bidang Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

H

AROFAH WELLY ERNAINI, SP
NIP. 19710831 199803 2 004
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